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ABSTRAK

Apabila diteliti, apakah KHI sudah mengakomodir semua peraturan tentang kewarisan
seperti yang diharapkan masyarakat, maka jawabnya adalah KHI belum sepenuhnya
memenuhi harapan tersebut. Masih banyak hal yang belum dibahas dalam KHI. Kalaupun
sudah dibahas, hal tersebut acap kali belum tuntas, sehingga menimbulkan berbagai
penafsiran yang berakibat pada munculnya kebingungan, padahal salah satu maksud
disusunnya KHI adalah untuk tercapainya kepastian hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat
deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Untuk menganalisis
data yang ada maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif dan
deduktif.

Bahwa KHI tidak memberikan alasan penjelas tentang jumlah ahli waris yang
cenderung lebih sedikit disbanding kitab-kitab hukum waris yang ada. Problematika ahli
waris pengganti dalam KHI, adalah berawal dari substansi ajaran figh yang tidak mengenal
istilah ahli waris karena penggantian. Mengenai problematika tentang wasiat wajibah di
dalam KHI kontroversi yang ditimbulkan disebabkan oleh dua hal yaitu definisi secara
konseptual wasiat wajibah itu sendiri, realitasnya di dalam ilmu hukum Islam dan mengenai
pembahasan landasan dasar adanya wasiat wajibah dalam KHI yaitu mengenai eksistensi
anak angkat dan orang tua angkat, yang dalam persoalan hukum anak angkat dan orang tua
angkat hal mewarisnya masih diperdebatkan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterast kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan
0593b/1987
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II. Konsonan Rangkap Karena Syaddal ditulis rangkap
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kematian seseorang akan menimbulkan akibat-akibat. Berdasarkan
akibat-akibat yang ditimbulkannya, maka kematian disebut peristiwa hukum atau
kejadian hukum.” Salah satu akibat hukum kematian seseorang adalah terjadinya
kewarisan harta benda si mati.

Mengenai masalah kewarisan ini, al-Qur'an telah mengaturnya, termasuk
siapa-stapa saja yang berhak menerima kewarisan dan berapa bagian-bagiannya.
Meskipun demikian, ada beberapa hal yang belum diatur al-Qur’an, sehingga hal ini
menjadi tugas para ulama’ untuk berijtihad dan menggali hukum, khususnya jika
tidak ditemukan jawabannya dalam hadis Nabi.

Sebagaimana yang dilakukan oleh ummat Islam selama ini, yang menjadikan
empat mazhab besar sebagai rujukan dalam menentukan sebuah hukum, termasuk
hukum kewarisan. Tetapi, diakui atau tidak, telah terjadi hal yang tidak bisa dihindari,
yaitu ditemukannya beberapa perbedaan diantara keempat mazhab tersebut. Ini
terjadi, karena dalil yang dipakai tiap imam mazhab terkadang berbeda, bahkan lebih

jauh hal itu disebabkan oleh berbedanya sumber hukum yang dipakai. Imam Hanafi

Y €. 8.T Kansil, Pengantar Hmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 8 (Jakarta; Balai
Pustaka, 1989), hlm. 121



misalnya memakai istifisun sebagai sumber pendapat hukum sedangkan Imam As-
Syafi’i tidak memakainya.”

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menetapkan hak kewarisan Zawil
Arham. Imam As-Syafi’i dan Imam Malik berpendapat bahwa mereka tidak berhak
mewarisi meskipun si pewaris tidak meninggalkan seorang ahli warispun, adapun
harta kewarisan diserahkan ke Baitul Mal. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam
Hambali menetapkan bahwa Zawil Arhdm berhak menerima kewarisan, *

Dalam konteks Indonesia, masalah kewarisan belum diatur dalam sebuah
undang-undang. Hal ini terjadi, antara lain disebabkan oleh fiererogenitas masyarakat
Indonesia. Khusus untuk ummat Islam, dimana hukum Islam di bidang kewarisan
(termasuk wasiat dan hibah) sudah menjadi hukum positif tertulis dalam sistem
hukum nasional, di samping hukum perkawinan, wakaf dan sadagah, yang
merupakan kewenangan Peradilan Agama dan menjadi sumber dan dasar
pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke
Pengadilan Agama.

Dijadikannya hukum islam sebagai pegangan dalam proses pengambilan
keputusan hukum di peradilan agama, ternyata memiliki beberapa persoalan

tersendiri, yang disebabkan oleh masalah keragaman dan rujukan yang digunakan

) Abdu! Wahhab Khallaf, fim Usul al-Figh, (Damaskus: Darul al-Qalam, 1978), him. 83

* Fathurrahman, /lmu Waris, cet. 3, {Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 352-354



oleh para hakim,” yaitu dengan dijadikannya 13 kitab figh sebagai pegangan > yang
merupakan kitab figh dari berbagai mazhab.

Padahal di sisi lain, pembentukan sebuah undang-undang positif dan unifikatif
tentang perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama tersebut belum
dimungkinkan. Maka untuk menjembatani persoalan ini, yaitu, tentang mendesaknya
kebutuhan akan prasarana hukum yang unifikatif, maka ditempuhlah jalan pintas
yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan Jegal formal yaitu dengan disusunnya
Kompilasi Hukum lslam di Indonesia,” yang dikukuhkan dalam Inpres No.1 tahun
1991 tanggal 10 juni 1991, dengan pernyataan berlakunya dalam bentuk keputusan
Menag no. 154 tahun 1991 tanghgal 22 juli 19917 Dengan demikian resmilah KHI
menjadi sumber penetapan hukum bagi ummat Islam yang menyelesaikan perkaranya
di Pengadilan Agama, yang termasuk di dalamnya adaiah tentang hukum kewarisan.

Khusus mengenai hukum kewarisan dibahas dailam buku Il KHI tentang
kewarisan yang dibagi dalam 6 bab meliputi 43 pasal, mulai pasal 171 sampai dengan
pasal 214. Dani sekian banyak pasal tersebut yang khusus membahas tentang hukum

kewarisan hanya 22 pasal yaitu mulai pasal 173 sampai dengan pasal 191, adapun

4 Cik Hasan Bisd, “Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Cik
Hasan Bisri {penyunting), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, cet. 1, (Jakarta;
Logos Wacana Ilmu, 1999), him.2

%) Zarkowi Suyuti, “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Moh.
Mahfud MD, (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia
(Yogyakarta, UIl Press, 1993), him. 48

OM. Yahya Harahap, “Informasi Maten Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi
Hukum Islam” dalam Cik Hasan Basri (peny), Kompilasi...,him. 31

D Ibid., bim, 37



sisanya membahas tentang wasiat dan hibah. Hal imi menunjukkan, bahwa persoalan
warisan belum sepenuhnya dibahas secara tuntas dan komperhensif.

Sebagai rumusan tertulis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka
peraturan-peraturan  kewarisan dalam KHI berupaya menunjukkan nilai-niiai
keseimbangan dan keadilan serta kesamaan hak di depan hukum dari kedudukan di
antara ahli waris.®

Apabila diteliti lebih lanjut, apakah KHI sudah mengakomodir semua
peraturan tentang kewarisan seperti yang diharapkan masyarakat (karena KHIi diklaim
sebagai rumusan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat), maka jawabnya adalah
KHI belum sepenuhnya inemenuhi harapan tersebut. Masih banyak hal yang belum
dibahas dalam KHI. Kalaupun sudah dibahas, hal tersebut acapkali belum tuntas,
sehingga menimbuikan berbagai penafsiran yang berakibat pada munculnya
kebingungan, padahal salah satu maksud disusunnya KHI adalah untuk tercapainyai
kepastian hukum.

Salah satu problema yang dimaksud di atas adalah masalah pewaris yang
tidak meninggalkan ahli waris. Dalam hal penguasaan harta bendanya memang sudah
dibahas dalam pasal 191 KHI bahwa hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Tetapi tidak
dijelaskan oleh KHI apa yang dimaksud dengan pewaris yang tidak meninggalkan

. ahli waris. KHI memang sudah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak mewaris.

# Abdul Gani Abdullah, “Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang KHI”, dalam Moh.
Mazhfud (ed), Peradilan Agama..., him. 119-120.



Tetapi KH] hanya membahasnya dalam pasal 174 tentang ahli waris dan pasal 185
- tentang ahli waris pengganti.

Berdasarkan pasal 174-185 KHI, maka jelas harta warisan langsung
diserahkan ke Baitul Mal. Padahal dalam hukum Islam sendiri (sebagai rujukan KHI)
masih banyak ahli warns yang berhak menerima warisan selain yang disebutkan
dalam dua pasal tersebut.

Permasalahan di atas, merupakan salah satu problema yang bisa mereduksi
tujuan KHI guna tercapainya rasa keadilan masyarakat, bahwa hukum yang bisa
bertahan adalah hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Apalagi KHI
akan diperjuangkan menjad: sebuah undang-undang. Hukum Islam mempunyai
prinsip-prinsip yang luas yang dapat mengakomodasi setiap perubahan yang sah

menurut hukum dan menjamin perkembangan masyarakat yang sehat.”

B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah yang dikaji dalam skripsi ini

adalah, bagaimana problematika tentang ahli waris dalam KHI ?

9 Muhammad Muslehuddin, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial”, dalam Yudian W. Asmin
(ed), Kearah Figh Indonesia, Cet, 1 (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari’ah TAIN
Sunan Kalijaga, 1994), him. 88



C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah, menjelaskan problematika tentang ahli waris

dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sementara, kegunaan dari penelitian ini adalah;

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah yakni sebagai sumbangan pemikiran
terutama pengembangan ke arah figh Indonesia, khususnya dalam bidang
hulkum kewarisan.

2. Kegunaan yang bersifat praktis yakni sebagai bahan pertimbangan
pembuatan kebijakan dalam perubahan KHI ke arah perbaikan serta
membantu mempermudah jalan bagi siapa saja yang ingin memperdaiam
dan mengkaji masalah kewarisan dan KHI serta kaitannya dengan

kebutuhan hukum datam masyarakat dewasa ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari  duplikasi dan pengulangan penelitian tentang
Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam , maka perlu dikemukakan
penelitian-penelitian yang secara tematik membahas tentang masalah hukum
kewarisan, khususnya yang berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pengetahuan penyusun terhadap penelitian yang membahas
masalah kewarisan, belum ada sebuah penelitian yang secara tematik mempunyai

kesamaan dengan tema penelitian yang penyusun lakukan.



Memang ada beberapa penelitian, khususnya dalam bentuk skripsi, yang
membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam. Seperti, skrpsi yang berjudul
Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Pembaruan Islam (Metodologi
dun Aplikasi), tahun 2001, yang disusun oleh Cipto Sembodo. Berdasarkan juduinya,
maka skripsi tersebut, menyoroti secara general Kompilasi Hukum Islam, dan atau
lebih memfokuskan pada dimensi metodologi dan aplikasinya.

Penelitian lain dalam bentuk skripsi, ditulis oleh Eva Hanifa, Fitnah Sebagai
Penghalang Kewarisan (Studi Analisa Tentang Pasall73 b KHI), tahun 1997. Sesual
dengan judulnya, skripsi ini hanya memfokuskan pada pembahasan pasal 173 b
tentang persoalan fitnah.

Demikian juga dengan sebuah tulisan Roihan A. Rasyid yang berjudul
‘Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah’, dalam buku Kompilasi Hukum Istam
dalum Sistem Hukum Nasional (1999). Sesuai dengan judulnya, maka tulisan
tersebut, memfokuskan pada masalah pengganti ahli waris dan wasiat wajibah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian tentang Problematika Ahli
Waris dalam KHI, pada dasarnya lebih komperhensif dalam mempersoalkan berbagai

problematika tentang ahli waris yang ada dalam KHI.

E. Kerangka Teoretik
Islam merupakan pedoman hidup manusia, hal itu meliputi segala aspek
kehidupan manusia, bersifat menyeluruh guna tercapainya segala kebahagiaan hidup,

jasmani rohani, individu sosial dan dunia akhirat.



Pedoman hidup itu diturunkan berupa al-Qur’an, mengapa al-Qur’an ?. karena
al-Qur’an berisi semua prinsip-prinsip dasar kemaslahatan. Semua prinsip itu
tercermin dalam pengungkapan al-Qur’an yang berisi sitem keyakinan dan sistem
nilai, seperti, nilai keadilan, persamaan manusia di depan hukum, persaudaraan, dan
semua hal yang bermaksud meinenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup
Qang hakiki. Ungkapan dasar bahwa syari’ah Islam dimaksudkan untuk kebahagiaan
manusia, sepenuhnya mencerninkan prinsip kemaslahatan tadi. Dan memang sejak
awal syariat Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali kemasiahatan manusia itu
sendiri.'”

Dalam hal hukum Isiam, ai-Qur’an dan Hadis Nabi SAW yang dimaksud
sebagai dasar hukum Islamn tidak hanya ayat atau hadis yang pada dasarnya ia sendiri
merupakan ayat dan hadis hukum, tetapi lebih mendasar dari itu, yaitu sebuah tata
nilai yang dengan sadar kita ambil dan harus diperjuangkan yaitu kemaslahatan dan
keadilan.'?

Tonu Qayyim merumuskan tujuan hukum Islam sebagai berikut;

Syari’at bersendi dan berasal dari hikmat dan kemaslahatan manusia dalam

hidupnya di dunia dan akhirat. Syari’at adalah keadilan, rahmat (kasih

sayang), kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap persoalan yang
keluar menyimpang dari kasih sayang menuju sebaliknya, keluar menyimpang
dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, bukanlah termasuk syari’at. Syari’at

adalah keadilan Allah di tengah hamba-hamba-Nya, kasth sayang Allah di
antara makhluk-makhluknya.'?

19 Abdul Wahab Khalaf, Jim Usul..., him. 198

" Masdar F. Mas’udi, “Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat”, dalam
Ulumud Qur’an, No. 3, Vol. VI, th. 1995, hlm. 94

"2 1bnu Qayyim, 7 fam al-Muwégqi in, cet. 3 (Mesir: Maktabah Tijariyah, 1995), hlm. 14-15



Dengan demikian jelas kiranya bahwa yang fundamental dan bangunan
pemikiran hukum Islam adalah kemaslahatan kemanusiaan universal atau lebih
rasional bisa dikatakan keadilan sosial.'”

Karena itu, ijtihad yang dilakukan, bagaimanapun caranya, asalkan untuk
tercapainya asas fundamental hukum Islam yaitu kemaslahatan dan keadilan sosial
diterima dan diperjuangkan untuk direalisasikan, baik itu didukung oleh nas atau
tidak. Adapun yang sebaliknya yaitu membuka kemungkinan terjadinya madarat
maka hal itu harus dicegah dan ditolak karena jelas menurut hukum Islam hal tersebut
adalah batal.

Namun demikian, biarpun penekanan terhadap substansi yaitu kemaslahatan
dan keadilan penting, tetapi segi formal tekstual dart ketentuan hukum tetap tidak bisa
diabaikan, bagaimanapun hal itu harus tetap menjadi acuan tingkah laku manusia
dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin terjadi anarki. Karena dari hal yang
formal-tekstual tersebutlah lahirnya substansi cita kemaslahatan dan keadilan yang
harus diaktualisasikan.'® Harus diingat juga bahwa penafsiran hukum yang cuma
diartikan secara tekstual semata jelas tidak akan bisa mengakomodasi tuntutan sesuai
perkembangan zaman.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran KHI sebagai kumpulan aturan-aturan

dalam bidang tertentu dari hukum Islam yang salah satu maksudnya yaitu untuk

13 Masdar F. Mas’udi, “Meletakkan Kembali ..., hlm. 97

Y Ihid.



mengantisipasi timbulnya perbedaan dalam menjatuhkan putusan di antara para
hakim, juga jelas harus memikirkan hal yang lebih krusial, yaitu apakah telah
mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. D1 sintlah tampak bahwa prinsip
maslahat dan keadilan sangat penting untuk dijadikan patokan dalam perubahan KHI
kearah perbaikan, tetapi semua itu belum berakhir.'”

Sebagaimana dikemukakan oleh Bustanul Arifin, selaku ketua proyek
Kompilasi Hukum Islam, bahwa KHI tidak saja merupakan reaktiualisasi mefainkan

sudah mencerminkan reformasi hukum Islam.'®

Sebagar coniohnya adalah,
orangtua/anak angkat berhak i1kut menerima harta warisan harta peninggaian
anak/orangtua angkainya. PPadahal dalam hukum Islam orangtua/anak angkat tidak

berhak ikut menerima warisan. Sebagaimana firman Allah:

pSelid aSelod daa Loy aSigal (g (3060 (A0 oSad 53 e Lay i (8 Ol Qe ol il e e
Dol (5362 58 5 (Bl sty il 5 aSal ity oS 58 S

Lo i oSl aSull gy Gl (oS3 AL pive L) peale o} (L8 e ol 50 e 2.

) g 51y g0 dol (1S 5 oS 08 Canant La (815 44 U]

' Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktur Jendral Pembinaan
Hukum Islam, 1991/1992). him. 125

' Munawir Sjadzali, “Makna Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 dan Kompilasi Hukum
Isiam Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia™, dalam Mimbar Hukum, No. 17 tahun V 1994, him. 9

' Al-Ahzab (33): 4-5
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Perdebatan mengenai ahli waris yang nota bene merupakan anak angkat

tersebut merupakan salah satu problematika ahli waris dalam KHI. Sehingga,

reformasi hukum Islam yang diklaimkan pada KHI, masih menyisakan perdebatan-

perdebatan, khususnya dalam masalah ahli waris.

F.

1.

78]

Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah,
Jenis Penelitian
Penyusunan skripsi in1 sepenuhnya didasarkan pada penelitian pustaka (library
research) yakni, data yang diperlukan berasal dar literatur-literatur yang terkait

dengan penelitian.

Sifat Penelitian
Penelitian 1ni bersifat deskriptif-analitts, yaitu menguratkan tentang

problematikan ahli waris dalam KHI

Pendekatan
Secara metodologis penelitian ini memakai pendekatan normatif sosiologis, yaitu

pendekatan yang didasarkan pada penggunaan prinsip-prinsip, norma dan kaidah

figh serta pendekatan sosial kemasyarakatan.
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4. Analisis Data.

Untuk menganalisis data yang ada maka digunakan analisis kualitatif dengan

metode berpikir sebagai berikut:

a. Induktif. Dalam hal ini semua konsep tentang ahli waris dan kewarisan
menurut KHI dipelajari sebagai suatu fenomena kemudian ditarik menjadi
kesimpulan umum.

b. Deduktif. Dalam hal ini prinsip-prinsip al-Qur’an dan hadis tentang kewarisan

dipahami secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan bab yang disebut
pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang masalah penelitian skripsi ini,
apa pokok persoalannya, dan bagaimana metode penelitian, serta kerangka teoritik
yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Selanjutnya, bab kedua yang membahas mengenai hukum kewarisan Islam di
Indonesia. Hal ini penting dikemukakan, untuk memberikan wacana tentang hukum
kewarisan Islam di Indonesia, yaitu mulai masa kolonial Belanda sampai dengan
sekarang.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum hukum kewarisan dalam
Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi latar belakang disusunnya, sistematika

pembahasan KHI, dan asas-asas hukum Islam dalam KHI. Pembahasan ini
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ditempatkan dalam bab ketiga, sebagai dasar pengenalan secara lebih dekat dan
mendalam tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu bab keempat, merupakan bab analisa dan pembahasan vang
akan memaparkan mengenai problematika ahli waris dalam KHI, yaitu mengenai ahli
waris dalam KHI, ahli waris pengganti, wasiat wajibah dan masalah halangan
mewaris.

Dan terakhir adalah bab kelima, yang merupakan penutup, vyaitu berisi

kesimpulan dan saran-saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di depan, maka problematika mengenai ahli waris

di dalam KHI adalah sebagai berikut:

KHI tidak memberkan alasan penjelas tentang jumlah ahli waris yang
cenderung lebih sedikit dibanding kitab-kitab hukum waris vang ada.. Hal
tersebut menimbulkan persoalan, karena akan sangat berpengaruh terhadap
bangunan persepsi masyarakat tentang hukum waris Islam.

Problematika ahli wans pengganti dalam KHI, adalah berawal dari substansi
ajaran figh yang tidak mengenal istilah ahli waris karena penggantian. Bahwa
sebenarnya, semua orang menerima warisan karena dirinya sendiri, bukan
karena menggantikan kedudukan orang lain yang telah meninggal terlebih
dahulu—yang menghubungkan dia dengan pewaris. Motivasi ahli waris
pengganti didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Karena itulah,
jika alasannya demi kemaslahatan, maka aturan mengenai ahli waris
pengganti dalam KH! hanyalah bersifat aifernatif, dan bukan imperatif.
Mengenai problematika tentang wasiat wajibah di dalam KHI, kontroversi
yang ditimbulkan disebabkan oleh dua hal. vaitu definist secara konseptual
wasiat wajibah itu sendiri, realitasnya di dalam ilmu hukum Isiam (figh). Dan

kedua, mengenai pembahasan landasan dasar adanva wasiat wajibah dalam
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KHI, vaitu mengenai eksistensi anak angkat dan orangtua angkat. Dalam
konteks maslahat sekalipun, persoalan hukum anak angkat dan orangtua
angkat dalam hal mewaris masih terjadi perdebatan yang panjang. Apalagi
kalangan ulama’ di seluruh Indonesia, tidak satupun ulama’ yang menerima

status anak angkat (termasuk orang tua angkat) menjadi ahli waris.

4. KHI hanya menjelaskannya secara umum dalam pasal [74 ayat 2, mengenai

persoalan halang-menghalangi dalam mewaris. Problem yang muncul dari
pasal ini adalah, adanya masalah yang merupakan turunan-turunan dari
keumuman aturan dalam pasal tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam hukum
waris Islam dikenal tentang istilah hijab dan mahjub, dan dikarenakan,
halang-menghalangi dalam mewaris merupakan realitas yang benar-benar

adanya.

b. Saran-saran

B

Sebagai rekomendasi ilmiah, maka akan sangat berguna jika dilakukan kajian
secara intensif dan simultan problem-problem yang ditimbulkan oleh pasal-pasal
dalam KHI, sehingga akan terwujud aturan perundang-undangan yang dapat
mengkomodasi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Perlu juga dipertimbangkan, bahwa amandemen terhadap pasal-pasal yang
kontroversial dan masih menyisakan perdebatan-perdebatan, merupakan suatu hal

vang layak untuk dilakukan.
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| Al-Ahzab ayat 4-5

I Allah  sekali-kali  1dak  menjadikan  bagi
| seseorang dua buah hati dalam rongga-nya: dan

' dia tidak menfadikan isteri-isterimu yang kamu

- zihar, T sebagal 1humu, dan  dia vdak

ikandungmu {sendiri). Yang demikian iw
hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan
Allah mengatakan vang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (vang benar).

Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah |

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang :

menjadikan anak-anak angkatmu sebagar anak

]

seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada .

an-Nisa
ayal 33

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta vang

jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada)
orang-orang yang Kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, maka berilah kepada mereka
bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyakstkan
segala sesuatu.

ditinggalkan 1bu bapak dan karb kerabat. kami |

i
¢
|
l
1
|
!
|
I
!

|

69

Al-Bagarah
1380

ayat

Diwajibkan  atas kamu, apabila seseorang di
antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mauy, jika
la meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

ma’ruf, (1 adalah) kewanban atas orang-orang
vang bertakwa.

!
|
|
|
|
|
|

untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara :
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